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ABSTRACT
This study was motivated by the phenomenon that the publishing service of Trading Business
License (SIUP) is not maximized. Proved by the license issuance is not completed on time.
Though ownership License is required to be owned businesses to a business carried on having
a strong legal basis in accordance with the provisions of the Indonesian state in order for the
effort that has been initiated can be maintained in existence and continuance are
characterized by the presence of the tangible elements of the legality of the ownership of the
business license. Then the lack of the number of employees in the management of license
issuance also resulted in a lack of quality of service of the employees in this license issuance.
The formulation of the problem is How employee performance in service of publishing Trading
Business License (SIUP) in the Integrated Service Agency and Investment of Pekanbaru City?
And what factors could obstruct employee performance in service publishing Trading Business
License (SIUP) in the Integrated Service Agency and Investment of Pekanbaru City?. This study
aims to investigate the performance of employees in a publishing service of Trading Business
License (SIUP) and to determine the factors that obstruct employee performance in service
publishing Trading Business License (SIUP). The benefits of this research is to develop and
apply the theory of public policy obtained by the author during the lectures and during the
conduct of the study as well as an input for the Integrated Service Agency and Investment of
Pekanbaru City and as reference material for other researchers to discuss the same issue.
This study used a qualitative approach and type of research is descriptive. Type and source of
data consists of primary data and secondary data. The data was collected by using observation,
interview and documentation.
Keyword: Performance, Public Service
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PENDAHULUAN
Kota Pekanbaru merupakan ibu
kota dan kota terbesar di provinsi Riau.
Kota ini merupakan kota perdagangan
dan jasa, termasuk sebagai kota dengan
tingkat pertumbuhan, migrasi dan
urbanisasi yang tinggi. Saat ini kota
Pekanbaru sedang berkembang pesat
menjadi kota dagang yang multi-etnik.
Keberagaman ini telah menjadi modal
sosial dalam mencapai kepentingan
bersama untuk dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakatnya.
Visi kota Pekanbaru adalah sebagai
berikut : “Terwujudnya Kota Pekanbaru
sebagai pusat perdagangan dan jasa,
pendidikan serta pusat kebudayaan
melayu, menuju masyarakat sejahtera
yang berlandaskan iman dan takwa.”
Dengan berkembang pesatnya kota
Pekanbaru, maka berkembang pula
usaha-usaha perdagangan di dalamnya
baik yang didirikan perorangan maupun
oleh badan. Mengawali suatu usaha atau
membangun usaha perlu beraneka jenis
persiapan, faktor pertimbangan seperti
besarnya modal dan bagaimana tingkat
keseriusan usaha.  Beberapa hal tersebut
diupayakan dengan tujuan usaha yang
telah dirintis mampu dipertahankan
keberadaan dan kelangsungannya yang
ditandai dengan keberadaan unsur
legalitas yang berwujud pada
kepemilikan izin usaha tersebut.
Menurut ketentuan negara Indonesia,
tiap-tiap usaha baik itu kecil, menengah
sampai besar harus mempunyai surat izin
usaha. Sebagai negara yang berhukum
maka kita mesti mentaati semua
ketentuan yang ada serta berlaku di
negara kita. Surat izin usaha merupakan
surat yang menyebutkan bahwa negara
menyetujui serta membolehkan kita
membuka sesuatu usaha. Maka dari itu
setiap usaha yang memiliki pegawai
minimal 2 orang sudah wajib memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Berdasarkan Keputusan Walikota
Pekanbaru Nomor 233 tahun 2009
tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelayanan Perizinan Bidang Usaha
Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan
Tanda Daftar Perusahaan maka Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal (BPTPM) kota Pekanbaru
merupakan  salah satu dinas yang
berwenang untuk memberikan pelayanan
dalam hal ini penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP).
Dari semua jenis pelayanan perizinan
dan non perizinan yang telah disebutkan
pada Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal kota Pekanbaru,
ditemukan fakta bahwa tingkat
pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal
tersebut dapat kita lihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 1.1 Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan pada Kantor Dinas








1 2010 1860 1110 2970
2 2011 1976 1214 3190
3 2012 2881 1259 4140
4 2013 2670 1551 4221
Sumber data : kantor Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal kota
Pekanbaru tahun 2014
Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat
kita lihat terjadi peningkatan dalam
penerbitan SIUP setiap tahunnya. Pada
tahun 2010 total penerbitan SIUP adalah
2970 surat izin. Kemudian tahun 2011
meningkat lagi menjadi 3190 surat izin.
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Pada tahun 2012 terjadi lagi peningkatan
penerbitan SIUP menjadi 4140 surat izin
dan pada tahun 2013 mencapai angka




Berdasarkan Peraturan Daerah kota
Pekanbaru No. 10 Tahun 2002 tentang
izin usaha perdagangan dijelaskan
bahwa SIUP adalah surat izin usaha
perdagangan yang diberikan oleh
Walikota/Pejabat yang ditunjuk atas




Selanjutnya berdasarkan  Peraturan
Daerah kota Pekanbaru No. 10 Tahun
2002 tentang izin usaha perdagangan
tersebut dijelaskan bahwa : Sebelum
suatu perusahaan, cabang perusahaan
atau wakil perusahaan menjalankan
usahanya di wilayah kota Pekanbaru
diwajibkan untuk mendapatkan Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang
berlaku selama perusahaan menjalankan
kegiatan usahanya dan wajib melakukan
pendaftaran ulang sekali dalam 5 tahun.
Dalam hal ini berarti yang wajib
mengurus izin usaha perdagangan
(SIUP) adalah pengusaha atau
orang/Badan Hukum yang mendirikan
atau memperluas usaha sesuai dengan
lokasi dimana usaha tersebut didirikan,
dan usaha yang dilakukan harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang  berlaku.
Berdasarkan Peraturan Daerah kota
Pekanbaru No. 10 tahun 2002 tentang
izin usaha perdagangan adalah surat izin
untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan. Setiap perusahaan
yang menjalankan kegiatan usaha
perdagangan wajib memiliki SIUP yang
diterbitkan berdasarkan domisili
perusahaan dan berlaku bagi seluruh
masyarakat Indonesia untuk jangka
waktu 5 tahun.
Arti pentingnya surat izin usaha
perdagangan (SIUP) berdasarkan
Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 10
tahun 2002 tentang izin tempat usaha ini
adalah agar usaha perdagangan yang
dilakukan memiliki izin resmi dari
instansi terkait dalam hal ini pada Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal kota Pekanbaru yang diberi
wewenang. Hal ini dimaksudkan agar
pelaku usaha tidak mendirikan usaha
yang bersifat tidak resmi (terselubung)
dan menjual produk yang tidak
memperoleh izin.
Dari observasi dan penelitian yang
dilakukan maka penulis merumuskan
beberapa fenomena yang
melatarbelakangi penelitian, yakni :




tugasnya dalam penerbitan surat
izin usaha perdagangan (SIUP ).
2. Masih ditemukannya penerbitan
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) yang selesai tidak tepat
waktu yakni selama 3-5 hari
kerja. Hal ini penulis buktikan
dengan kutipan wawancara
dengan salah satu pelaku usaha di
jalan Teuku Umar yaitu Ny. Vina
Junita (31 tahun) pada bulan
April 2014. Berikut petikan
wawancaranya :
“Pelayanan SIUP nya lambat.
Tahun 2013 lalu saya mengurus
SIUP sampai menunggu hampir
seminggu lebih. Padahal kan
seharusnya cuma 5 hari”.
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Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan pada
Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Pekanbaru
.Adapun yang menjadi subjek penelitian
ini adalah kepala bidang, pegawai dan
pelaku usaha/masyarakat. Subjek
penelitian dalam  penelitian  kualitatif
disebut  informan. Pemilihan informan
menggunakan teknik Purposive
Sampling dimana peneliti memilih
dengan sengaja orang-orang tertentu
berdasarkan tujuan penelitian. Yang




maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan
judul : “Analisis Kinerja
Pegawai dalam Pelayanan
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) pada




Dari latar belakang masalah yang
telah dijelaskan di atas, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut
:
1. Bagaimana kinerja pegawai dalam
pelayanan penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) pada
Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa yang
menghambat kinerja pegawai dalam
pelayanan penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) pada
Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal kota Pekanbaru?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui kinerja
pegawai dalam pelayanan
penerbitan Surat Izin Usaha




2. Faktor-faktor yang menghambat
kinerja pegawai dalam pelayanan
penertiban Surat Izin Usaha





1. Manfaat teoritis penelitian ini
diharapkan mampu memperkaya
kajian ilmu administrasi negara
mengenai kinerja dan pelayanan
publik pada Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal
kota Pekanbaru.
2. Manfaat praktis penelitian ini
diharapkan dapat memberikan
konstribusi kepada pihak-pihak







Sinambela. Dkk (2006:137) Kinerja
adalah hasil kerja yang dapat dicapai
oleh pegawai atau sekelompok pegawai
dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-
masing, dalam upaya mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal,
tidak melanggar hukum dan sesuai
dengan moral dan etika.
Sejalan dengan pendapat
tersebut, Harbani Pasolong (2007:175)
mengatakan kinerja pegawai adalah hasil
kerja perseorangan dalam suatu
organisasi. Selanjutnya Withmore
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dalam Sinambela. Dkk (2006:138)
mengemukakan kinerja merupakan





(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya”.
Istilah kinerja merupakan
terjemahan dari performance yang sering
diartikan oleh para cendekiawan sebagai
“penampilan”, “unjuk kerja”, atau
“prestasi”. Yeremias T. Keban
(2004:23) mengatakan secara
etimologis, kinerja adalah sebuah kata
yang dalam bahasa Indonesia berasal
dari kata dasar “kerja” yang
menerjemahkan kata dari bahasa asing
prestasi, bisa pula berarti hasil kerja.
Sehingga pengertian kinerja dalam
organisasi merupakan jawaban dari
berhasil atau tidaknya tujuan organisasi
yang telah ditetapkan.
Yeremias T. Keban (2004:23)
juga mengartikan kinerja sebagai “the
record of outcomes produced on a
specified tob finction or actividy during
a specified time period”. Dalam definisi
ini, aspek yang ditekankan oleh kedua
pengarang tersebut adalah catatan
tentang outcome atau hasil akhir yang
diperoleh setelah suatu pekerjaan atau
aktivitas dijalankan selama kurun waktu
tertentu. Dengan demikian kinerja hanya
mengacu pada serangkaian hasil yang
diperoleh seorang pegawai selama
periode tertentu dan tidak termasuk
karakteristik pribadi pegawai yang
dinilai.
Pengertian kinerja menurut
Mangkunegara (2001: 67) adalah hasil
kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan




Manajemen yakni ilmu dan seni
mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber
lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai satu tujuan.
Lebih lanjut Handoko (2000:20)
mengungkapkan bahwa Manajemen
merupakan bekerja dengan orang-orang
untuk menentukan, menginterpretasikan





Selain itu James A. F. Stoner
(2006:17) Manajemen merupakan suatu
proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian upaya
dari anggota organisasi serta penggunaan
semua sumber daya yang ada pada
organisasi untuk mencapai tujuan











rencana yang lebih pasti
dapat dilakukan. Misalnya
suatu akademi, meramalkan
jumlah mahasiswa yang akan





SLTA dan lain sebagainya.
2. Planning termasuk
budgeting, Perencanaan ialah
Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014 Page 6
penentuan serangkaian
tindakan untuk mencapai











yang berdaya guna dan
berhasil guna dalam
mencapai tujuan yang jelas
ditentukan terlebih dahulu.








dengan usaha agar setiap
petugas memberi daya guna
maksimal kepada organisasi.




agar dapat efektif tertuju
kepada realisasi tujuan yang
ditetapkan sebelumnya.
6. Leading, pekerjaan leading




agar ada bahasa yang




































sesuai apa yang dikehendaki
oleh atasan tersebut.




apa saja yang sedang
dilakukan bawahan dapat di
arahkan kejalan yang benar
dengan maksud tercapai
tujuan yang sudah di
gariskan semula.
10. Reporting atau pelaporan,
merupakan salah satu dari
fungsi manajemen berupa
penyampaian perkembangan
atau hasil kegiatan atau
pemberian keterangan
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mengenai segala hal yang
berkaitan dengan tugas dan
fungsi-fungsi kepada pejabat









(2000:29) mengatakan pelayanan berarti
melayani suatu jasa yang dibutuhkan
masyarakat dalam segala bidang
kegiatan pelayanan kepada masyarakat
merupakan salah satu tugas dari
administrasi negara. Pelayanan yang
diselenggarakan oleh pemerintahan
mempunyai dampak yang luas bagi
masyarakat baik dampak dari segi positif
maupun negatif. Dengan kata lain dapat
dikatakan bahwa pelayanan yang baik
harus ditunjang dengan fasilitas yang




pendapat-pendapat para ahli yang telah
teruraikan tadi diatas, penulis juga
menuangkan pemikiran sendiri terhadap
pengertian pelayanan yaitu suatu bentuk
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh aparat/instansi dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat baik
yang berupa barang maupun jasa sesuai
dengan prinsip-prinsip yang ada dalam
memberikan pelayanan kepada publik.
d. Prinsip-Prinsip Pelayanan
Publik
Menurut Thoha (1991 : 39)
Pelayanan adalah “Sebagai suatu usaha
yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang atau instansi tertentu
untuk memberikan bantuan dan
kemudahan kepada masyarakat dalam
rangka mencapai suatu tujuan tertentu.”
Menurut Moenir (1997:35)
Pelayanan adalah : “Meliputi segala apa
yang dapat membuat para pelanggan
senang dan tertarik pada suatu organisasi
atau perusahaan yang bersangkutan,











(1997:17) Bahwa : Pelayanan adalah:
“Perbuatan atau melayani seseorang
secara cepat dan mernuaskan, yang
didalam proses kerjanya tidak terlepas
dari proses administrasi.
Selanjutnya menurut Moenir
(1997:25) Agar pelayanan bisa berhasil
sesuai dengan yang diharapkan, maka
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Konsep Operasional
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teori Hasibuan (2002:22)
yang mengatakan bahwa dalam
mengukur kinerja pegawai ada beberapa
hal yang dijadikan dasar pengukuran
yaitu:
1. Prestasi, penilaian hasil kerja baik
kualitas maupun kuantitas yang
dapat dihasilkan karyawan
2. Kedisplinan, penilaian disiplin
dalam mematuhi peraturan-
peraturan yang ada dan melakukan
pekerjaan sesuai dengan instruksi
yang diberikan kepadanya
3. Kreatifitas, penilaian kemampuan
karyawan dalam mengembangkan
kreatifitas untuk menyelesaikan
pekerjaannya sehingga bekerja dapat
lebih berdaya guna dan berhasil
guna
4. Bekerja sama, penilaian kesediaan
karyawan berpartisipasi dan bekerja
sama dengan karyawan lain secara
vertical atau horizontal di dalam
maupun diluar sehingga
pekerjaannya lebih baik.




kebijaksanaan dan dalam situasi
manajemen.




hasil kerjanya, sarana dan prasarana




Penelitian ini dilakukan pada Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal kota Pekanbaru. Alasan
dalam memilih lokasi ini yakni
dikarenakan penulis melihat
masalah-masalah yang berkaitan
dengan kinerja pegawai pada Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal kota Pekanbaru dalam
memberikan pelayanan publik yang
optimal. Selain itu dari segi
kemampuan penulis baik jarak,
finansial serta komunikasi penulis,
terhadap pihak-pihak yang berada
dilokasi penelitian, sehingga
diharapkan mampu mempermudah
penulis dalam memberikan masukan
dan saran dalam penulisan karya
ilmiah ini.
Lebih lanjut dengan adanya
penelitian ini diharapakan dapat
membantu memberikan solusi untuk
meningkatkan pelayanan publik yang
sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan
publik yang baik dan sesuai dengan
kebijakan atau undang-undang yang ada.
2. Informan
Informan adalah orang yang memiliki
kapasitas dan yang memberikan
informasi dalam penelitian ,yang
selanjutnya disebut narasumber.
Informan dalam penelitian ini adalah
Kepala Bagian dan  pegawai pada Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal kota Pekanbaru serta masyarakat
atau pelaku usaha.
3. Jenis dan Sumber data
Jenis data yang dikumpulkan :
a. Data Primer adalah data yang
langsung didapat dari objek
penelitian perorangan kelompok
dan organisasi berupa informasi
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b. Data Sekunder data yang
memberikan penjelasan




penelitian ini data sekunder
diperoleh dari Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal
kota Pekanbaru.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengambilan data
merupakan langkah paling strategis
dalam penelitan, karena tujuan utama
dari penelitian adalah mendapatkan data.
Tanpa mengetahui teknik pengambilan
data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi
standar data yang ditetapkan. Adapun
teknik pengambilan data yang digunakan




Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara
yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara interview
yang memberikan jawaban atas
pertanyaan mengenai pelayanan
publik pada Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal
kota Pekanbaru . Teknik ini
dimaksudkan agar peneliti
mampu mengeksplorasi data




untuk melihat dan mengamati
perubahan fenomena-fenomena
sosial yang tumbuh dan
berkembang yang kemudian
dapat dilakukan perubahan atas
penilaian tersebut, bagi
pelaksana observasi untuk
melihat obyek moment tertentu,
sehingga mampu memisahkan




yang berarti tidak mengajukan
pertanyaan Dalam penelitian ini
peneliti mengamati proses










digunakan untuk mencari data
yang relevan dan berhubungan
dengan permasalahan
penelitian. Data tersebut
diperoleh data sekunder berupa
dokumen-dokumen secara
tertulis, baik berupa data
statistik, dokumentasi lapangan,
peraturan perundang-undangan
dan sebagainya yang bertujuan
untuk melengkapi data primer.
1. Metode Analisis Data
Sesuai dengan tujuan yang
dikemukakan, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif
adalah suatu jenis penelitian yang
bertujuan untuk membuat deskripsi,
gambaran secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta, sifat, serta
hubungan tenomena yang diselidiki.
Metode analisis deskriptif
merupakan penelitian bukan eksperimen,
karena tidak dimaksudkan untuk
mengetahui akihat dari suatu perlakuan.
Dengan penelitian deskriptif peneliti
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hanya bermaksud menggambarkan
(mendeskripsikan) atau menerangkan
gejala yang sedang terjadi.
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Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
1. Aktivitas Humas PT. PLN (Persero)
Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau
dalam meningkatkan citra positif
perusahaan dengan melakukan
publisitas, media relations dan
management krisis. Dalam
melaksanakan aktivitas tersebut,
terlihat belum maksimal dan masih
terdapat kekurangan. Pelanggan
belum mendapatkan informasi yang
tepat dan akurat tentang kelistrikan,
pelayanan yang dirasa belum
sepenuhnya baik serta penanganan
masalah yang masih lambat. Hal ini
berdampak pada citra PT. PLN
(Persero) Wilayah Riau Dan
Kepulauan Riau yang masih belum
positif dimata para pelanggan.
2. Media yang digunakan Humas PT.
PLN (Persero) Wilayah Riau Dan
kepulauan Riau dalam meningkatkan
citra positif perusahaan adalah media
massa (cetak dan elektronik), media
luar ruang (spanduk), Sawit e-news,
dan website www.pln.co.id/riau.
Dalam menyebarluaskan informasi
tentang perusahaan, media humas
yang digunakan PT. PLN (Persero)
Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau
belum bekerja secara efektif. Hal ini
terbukti pada jangkauan media
humas yang digunakan belum
menyentuh seluruh pelanggan serta
kurangnya pemahaman pelanggan
terhadap informasi yang berkaitan
dengan kelistrikan dan terkadang
pelanggan justru mendapatkan
informasi dari pihak lain. Media
humas yang digunakan masih
bersifat konvensional dan belum
beragam, sehingga tidak dapat
menjangkau pelanggan yang sudah
beralih pada media internet.
Saran
1. Humas PT. PLN (Persero) Wilayah
Riau Dan Kepulauan Riau
seharusnya lebih mengoptimalkan
aktivitas humas yang ada sehingga
citra perusahaan menjadi positif
dimata pelanggan. Aktivitas humas
publisitas hendaknya dapat
menggunakan berbagai media seperti
koran, radio, televisi lokal dan juga
website resmi agar menjangkau
seluruh pelanggan dan informasi
dapat diterima pelanggan dengan
lebih cepat. Selanjutnya aktivitas
humas media relations, diharapkan
adanya fasilitas ruangan khusus
wartawan untuk menghimpun
informasi langsung dari perusahaan.
Selain itu aktivitas management
krisis hendaknya lebih terkoordinir,
seperti mempersiapkan tim khusus
yang mampu menampung dan
menyelesaikan permasalahan yang
dikeluhkan agar pelanggan merasa
dilayani dan didengarkan dengan
sepenuh hati.
2. Diharapkan humas PT. PLN
(Persero) Wilayah Riau Dan
Kepulauan Riau menggunakan media
humas yang lebih beragam, seperti
membuat akun resmi perusahaan di
jejaring sosial facebook dan twitter.
Keberadaan situs jejaring sosial
sudah banyak digunakan masyarakat
sebagai salah satu sumber informasi
yang tercepat dan terpercaya.
Keanekaragaman media humas yang
digunakan nantinya akan mampu
menyebarkan informasi kepada lebih
banyak pelanggan.
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